
Rencana PT Pertamina 
menghapus premium dan 
pertalite bak petir di siang 
bolong. Belum selesai dengan 
wabah virus covid-19 yang 
telah meluluhlantakan pereke
nomian di dunia termasuk 
Indonesia, ditambah lagi 
dengan wacana penghapusan 
premium dan pertalite ini yang 
menuai pertanyaan dari 
banyak pihak. 

Akan tetapi, dampak dari 
wabah covid-19 sangat baik 
bagi lingkungan hidup terma
suk kualitas udara hampir di 
semua negara khususnya bagi 
negara yang masih menggu
nakan bahan bakar yang tidak 
ramah lingkungan dengan 
kadar Research Octance Num
ber (RON) dibawah 91. Bagi 
negara maju yang telah me
nerapkan RON diatas 91 dam
paknya tidak terlalu signifikan 
karena sudah ramah terhadap 
lingkungan.

Rencana Penghapusan BBM 
yang memiliki kadar Research 
Octance Number (RON) diba
wah 91 oleh PT Pertamina di
sampaikan oleh Menteri Energi 
dan Sumber Daya Mineral 
(ESDM), Arifin Tasrif didepan 
Komisi VII DPR RI sesuai de
ngan kesepakatan pemerintah 
untuk mengurangi emisi gas 
karbon yang berdampak pada 
kesehatan masyarakat dengan 
memaksimalkan produksi ener
gi yang ramah lingkungan. 

Hal ini tertuang dalam Pera
turan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 
20 Tahun 2017 mengenai ba
tasan RON. Pemerintah pun 
telah melakukan kesepakatan 

dunia tentang lingkungan, 
dimana semua negara harus 
berupaya menjaga ambang 
batas emisi karbon dan polusi 
udara dengan standar BBM 
minimal RON 91 dan CN 
minimal 51. 

Mengacu pada peraturan dan 
perjanjian tersebut, pemerintah 
bersama PT Pertamina beren
cana untuk menghapus pre
mium dan pertalite. Menteri 
BUMN Erick Thohir juga men
dorong penghapusan bahan 
bakar tak ramah lingkungan 
dan melihat produk BBM Perta
mina terlalu banyak sehingga 
tidak efisien, baik dari sisi pro
duksi maupun distribusi.

Senada dengan Pemerintah 
dan PT Pertamina, beberapa 
pengamat juga mendorong agar 
segera dibatasi penggunanaan 
BBM dengan Octan yang rendah 
salah satunya yaitu Direktur 
Executive Energy Watch Mamit 
setiawan menilai BBM dengan 
RON rendah memiliki dampak 
negatif, yaitu dapat merusak 
lingkungan, menambah polusi, 
memiliki pengaruh buruk bagi 
mesin kendaraan, dan juga 
teknologi otomotif saat ini sudah 
tidak mumpuni memakai BBM 
dengan RON rendah. 

Kualitas RON rendah bisa 
mengakibatkan tingginya 
impor BBM dan peningkatan 
biaya hidup. Laporan Riset 
Greenpeace Asia Tenggara 
dan Centre fo Research on 
Energy and Clean Air (CREA)  
menunjukan 4,5 juta orang 
meninggal dan kerugian 
ekonomi US$2,9 triliun karena 
polusi udara dengan 47% 
polusi udara disumbang oleh 

kendaraan bermotor. 
Bila diperinci lebih lanjut, 

sepeda motor merupakan 
penyumbang emisi gas buang 
terbanyak sebesar 45% diban
dingkan dengan kendaraan 
bermotor lainnya. Oleh karena 
itu, untuk membuat negara 
ini menuju negara yang maju 
dan lebih berkualitas. 

Hal ini harus dilakukan serius 
oleh pemerintah dan konsisten. 
Bila pemerintah masih mem
berikan opsi penjualan premi
um dan pertalite, maka mas
yarakat akan tetap membeli 
produk dengan harga yang mu
rah dan kualitas yang buruk. 

Selanjutnya, bila pengha
pusan premium dan pertalite 
tetap dilakukan oleh pemerin
tah, perlu ada langkah-langkah 
skema subsidi terbaru dalam 
membantu masyarakat khu
susnya kalangan menengah 
kebawah. Pemerintah harus 
mewaspadai gelombang eko
nomi yang makin terpuruk 
jika hal ini dilakukan secara 
tergesa-gesa. 

Seperti diketahui, IMF telah 
memproyeksi pertumbuhan 
ekonomi Indonesia akan menga
lami kontraksi -0,3% pada 2020 
yang disampaikan dalam World 
Economic Outlook (WEO). 

Menteri Keuangan Sri Mul
yani Indrawati juga memper
kirakan ekonomi nasional akan 
negatif 3,8% pada kuartal II ta
hun ini. Hal ini ditandai dengan 
meningkatkanya gelombang 
PHK dan banyaknya pelaku 

usaha menutup usahanya akibat 
pandemic covid-19. 

Jika ditambah dengan kebija
kan penghapusan Premium 
dan Pertalite, alih alih untuk 
masalah kesehatan dan meng
hapus subsidi. Hal ini akan 
berdampak makin parahnya 
ekonomi masyarakat bila tidak 
ditunjang kebijakan lain untuk 
membantu ekonomi masya
rakat khususnya masyarakat 
menengah kebawah. 

Kenaikan harga bahan pokok 
sudah pasti tidak terhindari 
bila kebijakan strategi peng
hapusan premium dan pertalite 
diimplementasikan. Inflasi yang 
tinggi dan tingkat kriminalitas 
yang tinggi perlu diwaspadai 
ditengah krisis global saat ini. 
Jangan sampai kekacauan 
terjadi di masayarakat. 

Perlu diingat rencana peng
hapusan premium dan pertalite 
ditengah kondisi krisis seperti 
ini bukan merupakan momen 
yang pas. Terlebih baru-baru 
ini kita menghadapi kenaikan 
biaya BPJS dan carut marutnya 
kenaikan tarif listrik PLN. Pe
merintah bersama PT Perta
mina membutuhkan timing 
yang tepat dalam pengimple
mentasian kebijakan ini. 

Alih-alih meminta masyarakat 
untuk beralih ke transportasi 
umum.  Biaya transportasi pasti 
akan meningkat dengan pene
rapan pemakaian BBM dengan 
RON berkualitas baik. Hal ini 
ditambah dengan transportasi 
umum di Indonesia pun seba
gian besar tidak ramah lingku
ngan, fasilitas yang kurang 
nyaman dan rawannya kejaha
tan membuat pengguna trans

portasi umum akan membuat 
masyarakat lebih memilih naik 
angkutan pribadi. 

Pemerintah bisa melihat di 
negara tetangga seperti di 
singapura dan hongkong di
mana transportasi dijaga dengan 
baik, kenyamanan yang sangat 
baik, sampai harga yang murah. 
Hal ini tentu saja membuat 
masyarakat lebih memilih untuk 
naik angkutan umum.

Pemerintah dan para pemang
ku kebijakan perlu untuk ber
pikir secara comprehensive 
dan visioner untuk mengako
modir setiap aspek kehidupan 
masyarakat. Secara teori, de
ngan kebijakan penghapusan 
premium dan pertalite akan 
meringankan beban pemerintah 
karena tidak lagi memberikan 
subsidi dan berupaya untuk 
menerapkan gaya hidup yang 
berkualitas bagi lingkungan. 

Subsidi yang seharusnya bagi 
BBM bisa dialihkan bagi kepen
tingan tranportasi, fasilitas 
umum, kesehatan, dll. Peme
rintah juga harus melakukan 
hitung-hitungan bila mene
rapkan kebijakan ini, timing 
yang tepat, edukasi kepada 
masyarakat, tingkat inflasi, ting
kat penggangguran, dll. 

Perlu ditinjau kembali menge

nai penerapan ini tidak dalam 
waktu yang dekat. Jangan 
memaksakan aturan, dimana 
masyarakat belum siap dan 
akan makin sulit. Hal ini malah 
akan menjauhkan semangat 
prinsip Sila Kelima, yaitu Kea
dilan Sosial Bagi Seluruh Rak
yat Indonesia. Salam. (*) 
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“Aku belum benar-benar 
bebas jika aku mengambil 
kebebasan orang lain, seba
gaimana aku juga belum be
bas jika kebebasanku diambil 
dariku” (Nelson Mandela)

Kebebasan berekspresi 
menjadi elemen penting dalam 
mengukur berhasil atau tidak
nya proses demokrasi. Demon
strasi menjadi pilihan yang 
cukup populer dalam menya
lurkannya. Namun dalam 
praktiknya, penerapan salah 
satu hak asasi ini bukan tanpa 
efek samping.

Pada dasarnya setiap manu
sia memiliki hak untuk berbi
cara. Konsep ini kemudian 
berkembang menyesuaikan 
dengan kebutuhan zaman. Dari 
sekadar hak pengertiannya 
meluas menjadi kebebasan. 
Dari hanya bicara, konteksnya 
bertambah seperti berpendapat, 
mengkritik, dan berekspresi. 
Tak ayal antara hak bicara dan 

kebebasan berekspresi sering 
kali diartikan sama. 

Kebebasan berekspresi menja
di hak universal bagi setiap 
manusia yang dapat dinikmati 
dan digunakan sesuai dengan 
keperluannya, tanpa ada inter
vensi baik dalam mencari, me
nerima, menciptakan, dan 
membagikannya. 

Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB) bahkan merasa perlu 
mencantumkan hak asasi ini 
sebagai sebuah instrumen 
internasional, sebagaimana 
yang telah termaktub dalam 
Pasal 19Universal Declaration 
of Human Rights atau Dekla
rasi Universal Hak-Hak Asasi 
Manusia tahun 1948.

Entah bagaimana, maju atau 
tidaknya suatu negara mulai 
ditentukan oleh seberapa besar 
penghormatan masyarakatnya 
dalam menyediakan wadah 
berekspresi dan berbicara. Jika 
melihat ke belakang, zaman 

Polis Athena di Yunani bahkan 
telah mengkonsepkan kebeba
san berekspresi ini walau dalam 
takaran terbatas. 

Maka dapat disimpulkan 
bahwa kebebasan berbicara 
dan berekspresi adalah kondisi 
kemanusiaan yang universal 
serta keniscayaan yang akan 
selalu dipraktikan sepanjang 
sejarah peradaban manusia. 
Setidaknya ada empat hal yang 
mengindikasikan mengapa 
kebebasan berekspresi dan 
berbicara ini penting untuk 
diupayakan: menjamin hak 
setiap manusia, pencarian 
kebenaran dan kemajuan ilmu 
pengetahuan, partisipasi dalam 
pengambilan keputusan, hing
ga cara manusia beradaptasi 
terhadap perubahan.

Ada banyak sarana dalam 
menyalurkan kebebasan ber

ekspresi dan berbicara, baik 
dengan dialog atau mediasi 
dengan pembuat kebijakan, 
menuliskan opini dan panda
ngan, melakukan kampanye 
lewat media sosial, dan lain 
sebagainya. Diantara beragam
nya opsi yang ditawarkan, 
demonstrasi dengan melibat
kan mobilisasi massa yang besar 
kerap kali menjadi pilihan. 

Dan ini sah menyesuaikan 
dengan regulasi dan instrumen 
yang berlaku baik di Indonesia 
maupun belahan dunia lain
nya. Munculnya demonstrasi 
menjadi bentuk respons terha
dap segala hal yang terjadi di 
sekitar dengan memberikan 
aspirasi dan pandangan secara 
bersamaan.

Sebagai contoh demonstrasi 
menentang rasisme dan 
diskriminasi diwakili oleh aksi 
#BlackLivesMatter yang terjadi 
di seluruh dunia, jika di Indo
nesia ada demonstrasi menen

tang rasisme Papua yang terjadi 
akhir tahun silam. Di isu ling
kungan ada Greta Thunberg 
yang menginisiasi gerakan Cli
mate Strike, sedangkan di In
donesia ada Greenpeace Indo
nesia yang cukup loyal menyua
rakan isu penggunaan energi 
dan asap karhutla. 

Terkait dengan isu sensitivitas 
agama ada demonstrasi di 
India yang menolak Undang-
Undang Kewarganegaraan, 
sedangkan di Indonesia terjadi 
gerakan 212 dengan topik 
besar penistaan Al-Quran. Di 
isu politik, Hongkong cukup 
memanas dengan penolakan 
Rancangan Undang-Undang 
Ekstradisi, di Indonesia ter
akhir kali ada demontrasi besar 
penolakan RUU KUHP dan 
Revisi UU KPK. (*) 
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PENGUMUMAN KEDUA  LELANG EKSEKUSI PENGADILAN   
Nomor 4/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr Jo.  

1250/Pdt.G/2019/PA.Ckr 
 

           Berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 4/Pdt.Eks/2019/PA.Ckr Jo. 
1250/Pdt.G/2019/PA.Ckr tanggal 15 April 2020 tentang pelaksanaan eksekusi lelang dan Surat Kepala 
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi (KPKNL) Nomor S-1092/WKN.08/KNL.02/2020 
tanggal 17 Juni 2020, tentang Penetapan Jadwal Lelang Pengadilan Agama Cikarang  akan 
melaksanakan lelang Pengadilan dengan perantaraan  (KPKNL) Bekasi dengan cara penawaran lelang 
melalui internet  (closed bidding), berupa;  
 Sebidang tanah beserta bangunan dan benda-benda yang berkaitan dengan tanah dengan sertifikat 

Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 8142 tercatat atas nama SAEFUDDIN, yang diterbitkan oleh Kantor 
Pertanahan Kabupaten Bekasi tanggal 16 September 2003 dengan luas 60 M2, dan pada surat ukur 
No. 167/2003 tanggal 07 Januari 2003, terletak di Kav No G.8-33 Jl setempat dikenal dengan 
Perumahan Pondok Ungu Permai Sektor 5 Blok G8 No 33 RT 005 RW 030 Kelurahan Bahagia, 
Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.; (Dokumen asli tidak dikuasai Penjual) 

Nilai Limit Rp. 319.630.000,-             Uang Jaminan Rp. 159.815.000,-  
  

 Pelaksanaan lelang dengan jenis lelang melalui internet (closed bidding) sebagai berikut : 
Hari           : Rabu 
Tanggal    : 22 Juli 2020 
Batas Akhir Penawaran   : Pukul 11.00  Waktu Server (WIB) 
Alamat Domain    : https://www.lelang.go.id   
Tempat                    : Pengadilan Agama Cikarang  
  Komp. Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Blok E.2 

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi 
 

Syarat-syarat lelang : 
1. Lelang dilaksanakan dengan penawaran  secara tertulis tanpa kehadiran peserta dengan cara 

penawaran closed bidding dengan menggunakan Aplikasi Lelang Internet (ALI) yang dapat diakses 
pada alamat domain https://www.lelang.go.id  Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat  pada menu 
”Tata Cara dan Prosedur” dan “Panduan Penggunaan” pada domain tersebut. 

2. Uang Jaminan Lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) PT BNI (Persero) Cabang Bekasi 
yang diperoleh dari aplikasi e-Auction harus sudah efektif paling lambat 1 (satu) hari sebelum 
pelaksanaan lelang, masing-masing peserta lelang yang dapat di lihat pada menu status lelang 
setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang 
diberikan. 

3. Penawaran lelang dimulai dari nilai limit.  Penawaran lelang dapat diajukan berkali-kali sampai batas 
akhir waktu penawaran.  

4. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang ditujukan ke nomor Virtual 
Account (VA) Pemenang Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila 
wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan di atas, uang jaminan akan 
disetorkan ke kas negara. 

5. Obyek Lelang di atas, dijual lelang dalam kondisi apa adanya “as is”, dengan segala kekurangan dan 
konsekuensi biaya-biaya, tunggakan-tunggakan yang ada pada aset di atas, berikut permasalahan 
yang akan timbul dikemudian hari. Peserta dianggap telah mengetahui/memahami kondisi obyek 
lelang dan bertanggung jawab atas obyek lelang yang dibeli. 

6. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan 
pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak-pihak yang 
berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun 
kepada pihak Penjual, Pejabat Lelang, dan/atau KPKNL 

7. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Agama Cikarang  Tlp, (021) 89970559 dan 
KPKNL. Bekasi Tlp.  (021) 88088888.                                .      

 

Cikarang, 8 Juli 2020 
Panitera. 
Ttd 
Dindin Pahrudin, S.H.,M.H. 


